BAB III

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Sejarah KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)

KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) adalah satu organisasi
para nelayan di Indonesia. Dalam sejarah, kesejahteraan masyarakat mulai
nampak terlihat mengalami kumunduran, problem itu teridentifikasi saat
disektor ekonomi rakyat dan penguatan pangan di Indonesia terjadi krisis
termasuk mempengaruhi para nelayan di Indonesia. Ada kata kunci dalam
penelitian ini, kesejahteraan nelayan adalah kunci mengatasi kemiskinan dan
mewujudkan kedaulatan bangsa. Kesadaran itulah yang mendorong
organisasi-organisasi para nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, baik
laki-laki maupun perempuan bangkit kembali. Di awal tahun 2008 para
nelayan tradisional melakukan pertemuan di Jakarta dan mendeklarasikan
terbentuknya KPNNI (Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional),
selanjutnya bertugas mempersiapkan berdirinya sebuah organisasi nelayan

tingkat nasional.*’

*! Wawancara pra lapangan dengan Misbachul Munirkoordinasi pengurus pusat KNTI (Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia), Jawa Timur.10 Desember 2016.
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Awalnya diberbagai daerah sudah bermunculan organisasi nelayan
tingkat lokal. Sebut saja misalnya INSAN (Ikatan Nelayan Saijaan)
Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, SNKB (Solidaritas Nelayan
Kabupaten Bengkalis) FKNJ (Forum Komunikasi Nelayan Jakarta) dan
banyak lagi organisasi nelayan tingkatan lokal yang sudah berdiri. Kalau
ditinjau munculnya organisasi nelayan tingkatan lokal lebih disebabkan oleh
kebutuhan akan pentingnya persatuan di kalangan nelayan tradisional akibat
konflik dengan nelayan besar, perusahaan perusak lingkungan maupun
pengguna jaring trawl. Hal ini muncul akibat adanya kekosongan
kepemimpinan secara organisasi di kalangan nelayan tradisional karena tidak
berfungsinya organisasi nelayan yang sudah ada maupun tidak sampainya
fungsi dan tugas organisasi nelayan semisal KTNA (Kelompok Tani Nelayan

Andalan) maupun HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).

Organisasi nelayan yang dibentuk di jaman orde baru lebih dikenal
sebagai organisasi yang selalu muncul bila ada “proyek-proyek” bantuan
pemerintah khususnya dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Namun jika
nelayan mengalami persoalan dan tekanan mereka lari jauh menghindar.
Konflik sumberdaya di perairan pesisir dan laut dangkal antara nelayan
tradisional dengan kegiatan perikanan yang merusak (trawl, bom, racun),
dengan perusahaan tambang (pengeboran, pembuangan tailing ke laut) jamak
terjadi. Dalam kasus itu sedikit peran negara dalam membela kepentingan

nelayan tradisonal.
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Ketika nelayan tradisional berharap negara dalam hal ini pemerintah
bersikap lebih aktif dalam melakukan perlindungan kepada nelayan
tradisional justru yang ada ancaman dalam bentuk regulasi. Lahirnya
Undang-Undang Nomer 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-
pulau kecil mengatur apa yang disebut dengan HP3 (Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir). Dalam pasal 16 sampai dengan pasal 22. HP3 (Hak
Pengusahaan Perairan Pesisir)telah menjadi sarana dan alat baru dalam politik
penguasaan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan HP3 (Hak Pengusahaan
Perairan Pesisir) “subyek hukum” dapat mengusai bagian tertentu dan kolom
tertentu dari laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sertifikat HP3 (Hak
Pengusahaan Perairan Pesisir) dapat pula menjadi agunan ke lembaga
perbankan untuk peminjaman uang. dan celakanya siapapun boleh mendapat

HP3(Hak Pengusahaan Perairan Pesisir).

Dengan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan Pesisir) seseorang/subyek
hukum dapat menguasai perairan tersebut, dan dapat melarang siapapun
untuk beraktifitas dilokasi yang telah diterbitkan HP3 (Hak Pengusahaan

Perairan Pesisir). Hal inilah yang mengancam keberadaan nelayan tradisional.

Dalam catatan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) sudah
banyak nelayan tradisional yang tidak boleh lagi melewati lokasi pantai milik
perusahaan pariwisata maupun budidaya mutiara dan banyak industri lain.
Pantai tidak lagi menjadi milik publik. Ancaman lainnya munculnya

Keputusan Menteri Nomer 06 tahun 2008 yang memperolehkan penggunaan
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jaring trawl/pukat harimau/pukat hela beroperasi di perairan Kalimantan
Timur bagian Utara. Bagi nelayan hal ni akan menjadi kemunduran

pengelolaan laut serta sumber-sumber agraria didalamnya.

Maka pada awal tahun 2008 berbagai perwakilan organisasi nelayan
lokal melakukan pertemuan di Jakarta dan mendeklarasikan terbentuknya
KPNNI (Komite Persiapan Organisasi Nelayan Nasional), kemudian akan

mempersiapkan berdirinya sebuah organisasi nelayan tingkat nasional.

Pada Tanggal 11-12 Mei 2009 di Manado berlangsunglah Kongres
Nelayan Tradisonal Indonesia I bertepatan dengan kegiatan WOC (World
Ocean Confrence). Dalam kongres tersebut disepakati bahwa nama organisasi
nelayan yakni KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). Serta
menghasilkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Susunan Pengurus,

serta program kerja selama 3 tahun.

. Program Kerja KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)

Program kerja organisasi KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia) akan memperjuangkan semua hal yang terkait dengan hajat hidup
dan kepentingan masa depan nelayan tradisional. Namun prioritas yang akan

dilakukan Yakni :

a. Melakukan advokasi pencabutan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan
Pesisir) dan pendampingan tehadap anggota yang tengah

memperjuangkan pemulihan hak-hak konstitusionalnya.
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b. Mengawasi dan terlibat dalam revisi Undang-Undang Perikanan
dengan memperjuangkan nasib nelayan tradisional dan kelestarian
lingkungan hidup dalam revisi undang-undang tersebut. Baik dari
segi istilah nelayan tradisional mapun hak-hak dasar nelayan
tradisonal, semisal hak atas asuransi dan hak atas informasi

¢. Memperjuangkan nasib nelayan tradisonal yang tergusur maupun
terancam oleh industri dan pertambangan

d. Membangun penguatan ekonomi di kalangan nelayan tradisional

e. Memperkuat pengetahuan nelayan tradisional akan pesisir dan laut
serta persaolan lingkungan dan meningkatkan kapasitas organisasi

f. Melakukan langkah-langkah untuk memastikan hak atas pendidikan
bagi keluarga nelayan

g. Memperkuat peranan dan perlindungan kepada nelayan perempuan

h. Berperan aktif menginisiasi dan menyusun instrumen perlindungan
nelayan, baik berupa RUU Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya
Ikan, RPP Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Skala
Kecil, maupun implementasinya di tiap-tiap daerah.

1. Merekrut nelayan dengan membuka UKM Jurnalistik, diadakan

lomba desain penataan pesisir

Dalam upaya memperkuat perekonomian nelayan tradisional, KNTI
(Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) mempunyai inisiatif membentuk

koperasi nelayan sebagai soko guru semua unit usaha perikanan tangkap,
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perikanan budidaya dan garam, maupun pengolahan hasil perikanan yang

mempunyai nilai tambah paling besar akan dikelola berbasiskan koperasi.

3. Struktur Organisasi KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)

Musyawarah Nasional ke-II KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia) di Jakarta 26 januari 2015, menghasilkan sejumlah keputusan
organisasi, di antaranya: menetapkan Sdr. Riza Damanik sebagai Ketua
Umum DPP KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) periode 2015-
2017, pengesahan AD/ART, dan penetapan garis-garis besar program

organisasi. Ada beberapa bidang diantaranya :

a. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap

b. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

c. Bidang Pengembangan Usaha Garam

d. Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut
e. Bidang Pengembangan Riset dan Teknologi

f. Bidang Koperasi dan Pengembangan Usaha

g. Bidang Penggalangan Dukungan Publik dan Media

h. Bidang Keorganisasian dan Pengkaderan

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan Nelayan

j. Bidang Analisis Strategis dan Kebijakan Publik

k. Bidang Perlindungan Masyarakat Adat dan Kebudayaan Bahari
. Bidang kerjasama dan Hubungan Antarlembaga

m. Bidang Hubungan Internasional
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n. Bidang Hukum dan Perlindungan Nelayan

4. Reklamasi Teluk Lamong

Lokasi reklamasi untuk proyek pelabuhan bertaraf internasional ada
didaratan lahan petani tambak dan di pesisir pantai Teluk Lamong
Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Surabaya. Reklamasi
ini sebelumnya pernah terjadi benturan kepentingan atara kelompok para
Nelayan dengan warga sekitar. Hal ini menandai bahwa peresmian
pelabuhan Teluk Lamong masih dipermasalahkan oleh banyak pihak
termasuk warga masyarakat diareal terdapak, petani tambak, nelayan

tradisional kota Surabaya serta organisasi lainnya.

Untuk mengetahui objek lokasi areal reklamasi dan persebaran
daerah peta terdampak di Pesisir Kota Surabaya, dapat dilihat pada gambar

3.1 di bawah ini :
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Gambar 3.1

Peta Reklamasi dan Area Terdampak

Pada gambar 3.1 menjelaskan bahwa pendangkalan laut sudah mulai
menjalar ke wilayah Utara, Selatan, Barat dan Timur dari berbagai perbatasan
masing-masing di setiap Kelurahan, antara lain Kelurahan Romokalisari,
Kelurahan Tambak Osowilangun, Kelurahan Greges, bahkan sampai di

Kelurahan Kenjeran.

Berbeda dengan Gambar 3.2 menjelaskan garis bujur linier bahwa

dampak pendangkalan laut mulai terus berubah, bahkan diameternya garis
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bujur mencapai 24.42 Km. Untuk mengetahui garis lintang pesisir dapat

dilihat pada Gambar 3.2 dibawah ini:

Gambar 3.2

Gambar 3.2 menjelaskan, bahwa garis bujur lintang Barat hingga
Timur dampak pendangkalan pesisir oleh mega proyek Teluk Lamong Pelindo III
Surabaya. Kota-kota tersebut setiap tahunnya sangat rawan dengan bencana banjir
musiman. Apalagi mengkinkan kedepanya dalam jangka panjang, kota Surabaya
wilayah bagian pesisir akan mudah terkena acaman Banjir Rob, apalagi di musim

hujan.
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Peneliti mencoba memaparkan dokumentasi Gambar 3.3 ini warna coklat
muda menunjukkan pendangkalan laut setiap minggu, bulan dalam setahun nampak
terlthat penumpukan material pasir dan tanah liat bekas dari pembangunan
pelabuhan Teluk Lamong, untuk mengetahui pelebaran pasir dan material pantai
dengan sendirinya akan membentuk sedimentasi lautan, dapat dilihat pada Gambar

3.3 dibawah ini :

Gambar 3.3

S Gresik

Gambar 3.3 diatas mengambarkan prolematika pengelolahan pesisir pantai
si Selat Utara Kota Surabaya sudah menjadi suatu barang yang langkah, bahwa
dengan jangka pendek hingga kedepan, PT Pelindo III dengan PT Teluk Lamong,
akan mengembangkan anak perusahaannya menjadi proyek Megatrans

Internasional.

63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



B. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam pembahasan ini peneliti akan memberikan gambaran mengenai
hasil penelitian yang telah dilakukan di tempat penelitian mengenai
pandangan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dan masyarakat
terhadap pembangunan reklamasi teluk lamong Surabaya, maka terkumpul
data-data yang sudah peneliti dapatkan yang meliputi berbagai aspek di

antaranya:

1. Sejarah Reklamasi Teluk Lamong di Peisisir Kota Surabaya

Awalnya menurut penuturan dari Bapak Misbachul Munir selaku
koordinasi pengurus Pusat KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia), lahan yang dijadikan tempat usaha atau proyek penggalian
pasir di Teluk Lamong ini adalah wilayah perluasan Teluk Lamong yang
ada di Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Surabaya.

Bapak Munir berkata bahwa tempat usaha atau poyek penggalian
pasir di Teluk Lamong sangat srategis karena dekat dengan jalan raya dan
jarak tempuh ke lokasi penggalain Teluk Lamong tidak terlalu jauh dari
permukiman warga. Tanah atau lahan di Kelurahan Tambak Osowilangun
memiliki potensi untuk dijadikan tempat usaha penggalian pasir.

Berikut hasil wawancara saya dengan bapak Misbachul Munir yang
merupakan koordinasi pengurus pusat KNTI (Kesatuan Nelayan

Tradisional Indonesia).*

“Wawancara dengan Bapak Misbachul Munir atau koordinasi pengurus pusat KNTI (Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia), 27 Desember 2016
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“Sejak awal lahan ini adalah berupa laut dan tambak masyarakat

sekitar pesisir kota Surabaya, yang mana sepanjang tahun ini

investor PT. Pelindo III bekerja keras membangun terminal Teluk

Lamong di Surabaya sebagai salah satu pelabuhan yang bertaraf

internasional yang siap menjadi pintu masuk dan keluar pelaku

ekonomi di Jawa Timur dan Indonesia bagian Timur. Pelabuhan

Teluk Lamong dirancang sebagai pelabuhan semi otomatis yang

bisa menjawab kebutuhan laju perekonomian yang semakin cepat.

Tidak hanya sebagai pelabuhan modern dan berkinerja tinggi tapi

ditargetkan menjadi pelabuhan hijau atau green port pertama di

Indonesia, yang mengutamakan faktor keramahan lingkungan,

baik dalam hal pemanfaatan energi, hingga pengelolahan sampah

dan air”.

Penuturan bapak Misbachul Munir di atas menjelaskan bahwa
beliau merasa mendapatkan keuntungan yang banyak dari usaha
penggalian Teluk Lamong di kelurahan Tambak Osowilangun, oleh karena
itu bapak Misbachul Munir ingin mengontrol para KNTI (Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia) di seitar pesisir kota Surabaya diantaranya,
nelayan Tambak Osowilangun, Rumokalisari, Branjangan, dan Kenjeran.

Bapak Misbachul adalah koordinasi pengurus pusat KNTI
(Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dan juga tokoh nelayan di
pesisir kota dan Jawa Timur. Salah satu yang langkah kita untuk
mengontrol KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) di Jawa
Timur adalah turutserta dalam upaya pembelaan terhadap melawan
tambang pasir juga termasuk diakhir tahun 2015, juga menolak rencana
pasir di Banyuwangi untuk teluk benua Bali. Sebenarnya anggota KNTI

(Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) tidak menyetujui membangunan

proyek Teluk lamong, dikarenakan dapat merusak lingukungan.
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Setelah mewancarai bapak Misbachul Munir saya mendatangi
bapak Urip merupakan masyarakat nelayan Tambak Osowilangun.*’

“Sakjane iku eman mbak nek tambak didol nang pengusaha Teluk
Lamong didadikno pelabuhan. Soale tanahe dadi ledok utowo jero
(sangat dalam) wegah mbak ndilok tambak nek mari didadikno
pelabuhan. Nek aku due tambak liyane gak ngiro tak dol mbak,
sido gak mangan bojoku mbak. Tapi pancen tergiur mbak, biasae
wong kampung tambake di tuku larang sampe 2 kali lipate nek
dodol tambak. Yokopo-yokopo jaman saiki sembarang kaler
kalah ambek duwek mbak. Masio tambak rusak nek wes oleh
duwek bakal ayem mbak urip. Iku alasane aku setuju mbak ambek
kesepakatan pengusaha Teluk Lamong, mangkane iku tambakku
tak dol mbak™.

(Sebenarnya sangat disayangkan mbak tambak atau tanah dijual
untuk dijadikan tempat pelabuhan. Saya menjual tambak atau
tanah karena harga jualnya sangat tinggi dan saya masih
mempunyai tambak lainnya selain tambak yang saya jual untuk
pelabuhan).

Menurut penuturan Bapak Urip di atas bahwa masyarakat sangat
terbuka untuk menerima sesuatu hal yang baru yang dirasa
menguntungkan bagi dirinya maupun masyarakat. Seperti halnya di
Tambak Osowilangun merupakan perekonomian baru di masyarakat yang
awalnya hanya sebuah tambak dan saat ini di beli oleh pengusaha Teluk
Lamong. Fakta dilapangan menggambarkan bahwa pemilik tambak
menyetujui karena tergiur dengan mahalnya nilai jual tanah jika dijadikan
tempat peabuhan. Terlihat jelas antusia dan senang karena ada pengusaha

yang membeli tambaknya dengan harga mahal meskipun terdapat

kerugian-kerugian kondisi tanah yang rusak akibat penggalian pasir.

“Wawancara dengan Bapak Urip Merupakan masyarakat nelayan Tambak Osowilangun, 27
Desember 2016.
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masyarakat

Kemudian di tambah penuturan Mas Imam Wahyudi merupakan

Tambak Osowilangun yang mempunyai tambak penghasil

bandeng dan udang.*

Sonto merupakan masyarakat Branjangan.*

“Mbak... dengan Hadirnya tambang pasir tanpa sosialisasi dari
perusahaan akan berdampak pada konflik sosial antar masyarakat.
Begitu juga dengan lingkungan, akan mengalami pencemaran
limbah dari aktifitas pertambangan yang sulit diatasi akan
merusak ekosistem dan penghasilan yang layak untuk nelayan
ikut berkurang. Penghasilan saya mbak, dari tambak bandeng dan
tambak garam setiap tahunnya sekarang pasti merosot karena
dampak banjir”.

Untuk mendapatkan data yang lebih valid saya mendatangi Cak

5

“Saya sebenarnya sangat tidak setuju terkait dengan
pembangunan pelabuhan ini karena tidak mengetahui proses
perizinan membangun proyek tersebut. Bila penambangan pasir
laut mendapat izin dari pemerintah, maka selain kerusakan
lingkungan yang akan terjadi, ribuan nelayan akan kehilangan
mata pencaharian khususnya wilayah Surabaya merupakan daerah
penghasil tangkap ikan yang cukup tinggi. Rencana ini harus
ditiadakan, jika tidak boleh terlaksana. Jadi dibatalkan rencana
ini, pengukuran juga dibatalkan. Karena proyek ini secara
lingkungan tidak baik dapat mengancam habibat dan juga
masyarakat sekitar. Kalau kemudian petisi ini ditolak oleh Pemkot
Surabaya, dan pemkot masih tetap ngotot mengeluarkan izin,
maka kami akan melakukan gugatan terkait pengeluaran izin ini,
karena kami memandang bahwa wilayah yang sedang diincar
untuk dilakukan penambangan itu menjadi wilayah penting untuk
keselamatan ruang hidup nelayan yang ada disana”.

Penjelasan cak Santo di atas, bahwa beliau menolak perizinan

pembangunan plabuhan, dikhawatirkan memberikan dampak negatif di

* Wawancara dengan Bapak Imam Wahyudi merupakan pemilik tambak di Tambak Osowilangun,

27 Desember 2016.

* Wawancara dengan Cak Sonto merupakan masyarakat Branjangan, 27 Desember 2016.
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sekitar pesisir kota Surabaya. Langsung peneliti mendatangi rumah Mak

Warsini yang merupakan masyarakat Branjangan.*®

“Pada awal 2015 yang lalu usaha pelabuhan telah resmi dibuka
oleh Bu Risma. Awalnya masyarakat itu merasakan keuntungan
dari tempat usaha pelabuhan di Tambak Osowilangun, secara
langsung PT.Pelindo III ikut serta mensejahterakan perekonomian
masyarakat di pesisir kota Surabaya. Di antaranya, kas Desa
meningkat, membuka lapangan kerja baru dan portal jalan
meningkat dan lain sebagainya. Lama kelamaan la kok, tidak
membawa dampak positif melainkan dampak negatif bagi
masyarakat di pesisir kota Surabaya”.

Dari penjelasan Mak Warsini, beliau mengutaran kekecewaannya
juga karena sekarang masyarakat di pesisir kota Surabaya khususnya
masyarakat Branjnagan merasakan dampak negatif dari pembangunan proyek
tersebut.Setelah mendatangi Mak Warsini, peneliti ingin mendapatkan data
yang lebih valid. Berikut hasil wawancara dengan Cak Tar merupakan
nelayan di Branjangan.”’ Berikut penturan Cak tar yang merupakan nelayan

Branjangan.

“Nelayan Surabaya itu termasuk nelayan musiman di Tambak
Osowilangun, artinya kalau musim kerang ya nyari kerang, kalau
musim kepiting ya nyari kepiting. Yang di lakukan penggalian
pasir itu di Tambak Osowilangun seluas 50 hektar dari timur dan
yang lebih luas lagi lebih dari 50 hektar dari barat kali teluk
lamong. Nelayan tidak mengetahui proses perizinan sebenarnya
kesalahan dari lembaga. Tidak ada bentuk pertangungjawaban
dari lembaga, kelurahan adanya dari Dinas tapi itu hanya bersifat
sementara. Masyarakat terdampak mulanya di beri kompensasi
beras tapi banyak yang tidak setuju akhirnya melakukan aksi
protesnya 3 kampung, pernah dapat juga dapat uang Pelindo saja
punya janji ke nelayan bakal diberi uang Rp. 160.000 tapi sama
lembaga diberi Rp. 100.000 tapi tidak memikirkan jangka
panjanganya, nelayan sampai sekarang pun masih diberi bantuan

* Wawancara dengan Mak Warsini yang merupakan masyarakat Branjangan, 27 Desember 2016.
*" Wawancara dengan Cak Tar yang merupakan nelayan Branjangan, 27 Desember 2016.
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berupa jaring tapi hanya dipakai oleh ketua nelayan saja,
masyarakat tidak diberi. Karena Branjangan ini terkena dampak
paling parah maka, saya mewakili dari teman-teman nelayan,
seyogyanya ketua nelayan itu bersikap bijaksana, jadi gak terlalu
arogan gak seenaknya sendirilah masak ia untung, gak
memikirnya anak buahnya masyarakat dapat ruginya. PT. Pelindo
meski tidak memberikan kompenasi berupa uang, setidaknya
diberikan tenaga kerja karena di wilayah pesisir Surabaya
mayoritas meski sudah perpendidikan tinggi tapi nganggur, tak
punya kerjaan”.

Penuturan Cak Tar yang mengkritik terhadap PT. Pelindo III
meski tidak diberikan kompesasi uang namun agar segera di berikan tenaga
kerja karena diwilayah pesisir Surabaya termasuk punya pendidikan yang
tinggi tapi banyak yang menganggur. Kemudian peneliti mengunjungi rumah
Ibu Fariah. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Faridah yang merupakan

Nelayan Rumokalisari.*®

“Kulo niki wonk cilik mbak, manut mawon kale wonk seng
nduwe duek seng podo umek karo galian pasir, la yakopo mas
wonk seng duwe duek ngumbar janji koyo ngunu tapi janjine gak
dilakoni gak bertanggungjawab blas. Nyatane bojoku seng
kepingin kerjo nang kunu gak isok alasane jare durung onok
bagian seng dibutuhno. Wurung makmur mbak, malah ajor soale
saben dino musim udan mesti banjir saiki”

(Saya ini orang kecil mbak tidak bisa beruat apa-apa kecuali
mengikuti kehendak orang-orang yang punya banyak uang, saya
kecewa mbak sama pengusaha penggalian pasir yang berjanji
akan memprioritaskan masyarakat Tambak Osowilangun menjadi
karyawan, suami saya yang ingin bekerja di tempat usahanya
tidak diterima dengan alasan belum dibutuhkan karyawan).

* Wawancara dengan Ibu Faridah yang merupakan masyarakat Rumokalisari, 27 Desember 2016.
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Penuturan Ibu Faridah yang merupakan korban kekecewaan
akibat adanya tempat usaha penggalian pasir di Tambak Osowilangun,
beliau kecewa karena pemilik modal atau investor tidak menempati janji.
Janji tersebut hanya sebagai strategi misi yang dilakukan oleh Pelindo III.
Yaitu membeli tanah untuk Teluk Lamong di Tambak Osowilangun
Surabaya.

Selain itu, saya menemui Cak Jailani merupakan nelayan

Rumokalisari, berikut penuturannya.*’

“Kulo kiambak mbak ghe...reklamasi teluk lamong ten Surabaya
niku mpun mengalami perubahan lahan. Seng asline lahan iku ora
manfaat bakal didadino lahan seng luwih apik lan manfaat. Kulo
sebagai nelayan ghe sanget mboten setuju nek didamel pelabuhan
seng bertaraf internasional, polahe ngerusak habitat. Otomatis
penghasilan kulo damel keluarga lak merosot mbak. Seng asline
kulo bendinten angsal sempiyeng 5 kg kadang angsal iwak payus
4 kg, saiki mung angsal simpiyeng 2 kg iwak payuse 1 kg.
Sakniki mbak ghe ditambah musim udan, walahhh mbak mpun
kale taun niki Branjangan ngalami banjir sampe melbu omah”

(Menurut saya, reklamasi teluk lamong sudah mengalami
perubahan yang aslinya lahan tidak bermanfaat menjadi baik dan
bermanfaat. Saya sebagai nelayan tidak setuju jika dijadikan
pelabuhan yang bertaraf internasional, karena merusak habitat.
Yang aslinya saya tiap hari mendapatkan sempiyeng 5 kg
terkadang ikan payus 4 kg, sekarang hanya dapat simpiyeng 2 kg
ikan payus 2 kg. Di tambah musim hujan, sudah 2 tahun ini
Rumokalisari mengalami banjir sampai masuk rumah).

Penjelasan diatas merupakan bentuk kekecewaan Cak Jailani,
bahwa penghasilan kesehariannya sudah tidak sebanding dengan tahun yang

lalu, dan di kampung rumahnya mengalami banjir sampai masuk rumah.

* Wawancara dengan Cak Jailani merupakan nelayan Rumokalisari, 27 Desember 2016.
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Kemudian saya mendatangi Bapak Selamet, yang merupakan
penjual oleh-oleh di laut kenjeran. Berikut penuturannya.

“Sejak reklamsi dilakukan, penghasilan warga Kenjeran menurun

drastis mbak. Tidak ada hasil laut yang kita dapat disekitar pantai,

bahkan saya dan teman-teman yang ualan itu loh, pemasukkan
sehari-hari dari penjualan kerupuk ikan, ikan tengiri, udang, ikan
asin yang sudah dikeringkan itu ikut merosot juga. Jadi ya PT.

Pelindo IIT harus segera bertangungjawab”.

Laut Kenjeran sejak dulu telah menjadi gantungan hidup nelayan
serta terdapat keanekaragaan hayati di dalamnya. Akibat dari proyek
reklamasi ini, banyak nelayan yang mengeluh hasil tangakapan ikannya
berkurang, dan PT. Pelindo harus bertanggungjawab.

Ditambah penuturan Mas Zen merupakan Mahasiswa UNESA
asal Kenjeran. Berikut penuturannya.”'

“Para nelayan sebenarnya sangat membutuhkan kompensasi
sosial terutama untuk mempertahankan kebutuhan ekonomi
mereka. Paling tidak mbak ya... dibuatkan fasilitaslah untuk
mendukung usaha hasil laut mereka, jangan malah dimatikan,
mestinya  pengembang memperhatikan = kehidupan  sosial
masyarakat  sekitar selain harus melakukan konservasi
lingkungan, jangan hanya terus-terusan mereklamasi pengerukan
demi suatu keuntungan”.

Mas Zen meminta kepada Teluk Lamong untuk disegerakan

memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak sehingga

tidak hanya melakukan pengerukan saja.

* Wawancara dengan Bapak Selamet yang merupakan penjual oleh-oleh di laut Kenjeran, 27
Desember 2016.

! Wawancara dengan Mas Zen yang merupakan Mahasiswa UNESA asal Kenjeran, 27 Desember
2016.

71



2. Pandangan Anggota KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dan
masyarakat sekitar mengenai reklamasi teluk lamong di peisisir kota
Surabaya

Kehidupan masyarakat di sekitar pesisir kota Surabaya pada
awalnya hidup secara damai, aman, kondusif tidak pernah terjadi konflik.
Namun setelah pembangunan Teluk Lamong sudah resmi, di sekitar pesisir
kota surabaya menjadi sangat tidak kondusif tatanan sosial yang meliputi
hubungan sosial tidak berjaan sebagimana mestinya, serta keamanan dan
ketertiban umum di kota Surabaya terganggu akibat terjadinya konflik
antara PT. Pelindo III dengan masyarakat di pesisir kota Surabaya. Berikut

penuturan Bapak Misbachl Munir koordinasi DPW KNTI (Kesatuan

Nelayan Tradisional Indonesia) Jawa Timur.>>

“Kalau peran pemerintah sebenarnya ya mbak, seharusnya
pemerintah itu memantau para nelayan akan tetapi sekarang tidak
pernah mengantisipasi dampak kenaikan BBM di kampung
nelayan. Sama seperti sebelumnya, kenaikan BBM sebesar
Rp.2000, lah ini akan mendongkrak kenaikan harga di pasaran
Rp.2500-5.500 per liternya dikampung nelayan. Di lapangan,
kami temukan sejumlah fakta, kenaikan harga beli BBM jenis
solar di kampung nelayan dan petambak bervariasi mbak. Di
Surabaya, Gresik, Lamongan, Madura dan sekitarnya harga solar
(Rp.8000), Kepulauan  Sapeken, Kabupaten = Sumenep
(Rp.10.000), dan Kepulauan Masalembo, (RP.11.000). sedangkan
peran knti sendiri akan tetap melakukan pemantauan secara terus
menerus terhadap pembangunan proyek tersebut, karena sudah
jelas reklamasi akan merusak lahan para nelayan pesisir.
Kemudian akan melakukan rehabilitasi terhadap masyarakat yang
terkena dampak sehingga ia banyak yang menjadi pengangguran”.

> Wawancara dengan Bapak Misbachl Munir koordinasi DPW KNTI (Kesatuan Nelayan
Tradisional Indonesia) Jawa Timur, 27 Desember 2016.
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Bapak Munir menjelaskan antara peran pemerintah dengan peran
KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). Kemudian ditambah
dengan dampak dari berbagai aspek.”

“Pertama dampak lingkungan, dalam kondisi saat ini makin parah
mbak karena dengan adanya cuaca di sekitar yang masih dilanda
derasnya hujan serta ombak besar, perlindungan bagi nelayan
tidak ada. Sehingga membuat nelayan memilih mengurangi
aktifitas melaut. Musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan
pantai, sehingga keseimbagan alam menjadi terganggu, tanah
mengalamai erosi akibat pembangunan proyek Teluk Lamong.
Saya sendiri hanya bisa mendapatkan udang besar dengan total 2
kg, cuma sedikat mbak. Sedangkan dari hasil penangkapan
tersebut saya memperoleh uang sebesar Rp.200 ribu. Uang yang
saya dapatkan dari melaut itu masih hitungan kotor karena belum
dipotong dengan uang beli solar sebesar RP.100 ribu dan bayar
utang Rp.40 ribu. Sisanya itu loh saya hanya mendapatkan Rp.60
ribu yang saya kasihkan ke istri untuk kebutuhan dapur dan lain-
lain. Kalau efek pengerukan reklamasi tepi pantai kenjeran Ikan
bandeng yang mati, terdamparnya ikan hiu tultul dan tercemarnya
limbah kulit kerang di pantai kenjeran. Tapi adakalanya para
pelajar se-Surabaya yang melakukan aksinya yaitu turutserta
membersihkan pantai Kenjeran. Kedua, dampak sosial yang
terjadi akan mengakibatkan gangguan jaringan jalan lintas dan
kereta api di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Genangan air
yang mengakibatkan banjir menjadikan hilangnya lahn-lahan
budidaya baik tambak bandeng, tambak udang dan tambak garam
para nelayan di wilayah Tambak Osowilangun, Branjangan,
Rumokalisari dan Kenjeran. Mengalami penurunan produktifitas
lahan pada sentra-sentra pangan bagi kelangsungan swasembada
pangan di Surabaya. Ketiga dampak ekonomi, bahan bakar
minyak (BBM) sudah naik otomatis berdampak mbak bagi
masyarakat kecil. Pendapatan nelayan diperkirakan akan turun
30% untuk menutupi kebutuhan hidup. Kalau di wilayah
Lamongan konsumsi solar untuk satu perahu bisa mencapai 50
liter per harinya, sedangakan di Surabaya 5 liter solar. Dengan
begitu akan ada pemangkasan pendapatan untuk membeli bahan
bakar perahu kira-kira sekitar 30 %. Dan terakhir dampak
politiknya sendiri ada bentuk penyuapan terhadap para nelayan di
sekitar surabaya, sehingga para nelayan tidak lagi ramai
melakukan penolakan pmbangunan teluk lamog”.

> Wawancara dengan Bapak Misbachl Munir koordinasi DPW KNTI (Kesatuan Nelayan
Tradisional Indonesia) Jawa Timur, 27 Desember 2016.
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Bapak Munir mengungkapkan beberapa dampak yang dialami oelh
masyarakat di sekitar pesisir kota Surabaya. Selain itu saya juga menemui
Bapak Syukron merupakan pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan

Tradisional Indonesia) asal Kenjeran.”

“Saya sebenarnya sangat mengetahui betul tentang AMDAL
reklamasi Teluk Lamong, tapi ya kalau diteruskan proyeknya
memang benar punya dampak yang besar bagi kelangsungan
hidup. Perekonomian semakin menipis, lingkungan semakin rusak
dan tercemar bahkan mengakibatkan banjir. Memang sih mbak
pemerintah Kota Surabaya Bu Risma telah mengizinkan
pembangunan Teluk Lamong di Surabaya, kalo menurut beliau
keputusan reklamasi itu untuk kepentingan masyarakat banyak.
Karena kapasitas pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang
diperuntukkan bongkar uat ini bertaraf internasional nah sekarang
mengalami kewalahan. Apalagi kapal keluar masuk pelabuhan
tujuan dalam negeri semakin meningkat. Reklamasi yaang
dilakukan beliau itu tidak disatukan degan daratan Suarabaya.
Jadi daratan buatan dipisahkan dengan daratan Surabaya.
Kemudian Risma meminta dibuatkan kali agar ketika air laut
pasang naik itu tidak terjadi banjir dan peran kami ya tetap
melakukan pemantauan dalam membangun proyek tersebut”.

Bapak Syukron menuturkan terkait dengan AMDAL (Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan), kemudian mengungkapkan bahwa bu
risma telah mengizinkan pembanguan pelabuhan yang bertandar

internasional.

3. Upaya pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) dalam
penyelamatan ruang hidup nelayan di pesisir Kota Surabaya.
Dari kejadian antara Teluk Lamong denan masyarakat sekitar

pesisir kota Surabaya, maka para pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan

> Wawancara dengan Bapak Syukron merupakan pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia) asal Kenjeran, 27 Desember 2016.

74



Tradisional Indonesia) akan turut prihatin pada masyarakat yang terkena
dampak. Oleh karena itu pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia) akan berupaya melakukan penyelamtan ruang hidup nelayan di
pesisir kota Surabaya. Berikut penuturan Bapak Munir penggurus Pusat
KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Asal Kejeran.”

“Pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)
meminta pemerintah harus bergotong royong untuk memenuhi
hak-hak dasar nelayan dalam proses tanggap darurat bencana, dan
segera melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi paksa bencana
terhap  sumber-sumber penghidupan nelayan tradisional
sebagaimana dimanatkan oleh undang-undang penangulangan
bencana. Langkah knti dalam memperkuat perekonomian
nelayan, KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)
mempunyai inisiatif membentuk koperasi nelayan sebagai soko
guru semua unit usaha yang dijalani oleh anggota KNTI
(Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia). Usaha perikanan
tangkap, perikanan yang mempunyai nilai tambah paling besar
akan di kelola berbasis koperasi. Berperan aktif dalam
membangun penguatan kemandirian ekonomi nelayan perempuan
dan Pembudidaya ikan. Melakukan advokasi dan pendampingan
terhadap masyarakat yang terdampak Merekrut nelayan dengan
membuka UKM Jurnalistik, diadakan lomba desain penataan
pesisir’.

Dari penuturan pak Munir penggurus Pusat KNTI (Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia) asal Kejeran akan melakukan upaya
penyelamatan ruang hidup di sekitar pesisir pantai kota Surabaya.

Konflik masyarakat di sekitar pesisir kota Surabaya dengan Teluk
Lamong merupakan konflik realitis artinya konflik yang benar-benar terjadi

dan diketahui bentuk konkrtit dari konflik tersebut. Berikut penuturan Bapak

% Wawancara dengan Bapak Syukron merupakan pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia) asal Kenjeran, 27 Desember 2016.
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Syukron pengurus KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) di
Kenjeran .>°

“Ya sudah jelas ada konflik dengan PT. Pelindo III. Bentuk
konfliknya, apabila penambangan pasir laut mendapat ijin dari
pemerintah maka selain kerusakan lingkungan yang akan terjadi,
ribuan nelayan akan kehilangan mata pencaharian dari
menangkap ikan. Selama ini wilayah pesisir Surabaya, khususnya
Banyuwangi Muncar merupakan daerah penghasil tangkapan ikan
terbesar di Indonesia. Kami sebenarnya sudah melakukan bentuk
penolakan pertambangan pasir. Menurut saya sejak adanya
penambangan abrasi pantai telah mendekati pemukiman warga
yang kena dampak banjir. Banyak persawahan dan tambak udang,
bandeng yang hilang. Hadirnya perusahaan tanpa adanya
sosialisasi kepada warga terdampak dari kegiatan pertambangan”

Demikian penuturan dari Bapak Misbachul Munir yang
mempaparkan latar belakang terjadinnya konflik. Peneliti menemui Ibu
Milda merupakan nelayan perempuan di Kenjeran :

Foktor yang menyebabkan terjadinya konflik masyarakat dipesisir
kota Surabaya dengan Pengusaha pengalian pasir yaitu :

a. Pemerintah Kota Surabaya Kurang Tegas
Warga melapor kepada DPW KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional
Indonesia) bahwa pengusaha penggalian pasir melakukan kecurangan.
Hasil wawancara dengan Bapak Misbachul Munir.”’
“Iya mbak saya ikut datang ke kantor DPW KNTI (Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia) Jatim untuk melaporkan adanya
kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha penggalian pasir di
Tambak Osowilangun akan tetapi pemkot Surabaya tidak ada

bentuk pertangungjawaban mbak terhadap masyarakat yang
terkena dampak”.

*® Wawancara dengan Bapak Syukron Kesatuan Nelayan Tradisional) Asal Kenjeran, 27 Desember
2016.

°7 Wawancara dengan Bapak Misbachul Munir atau koordinasi pengurus pusat KNTI (Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia), 27 Desember 2016.
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Kurang tegasnya pemerintah kota Surabaya dalam menanggapi
adanya kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha penggalian pasir yang
menyebabkan masyarakat di pesisir kota Surabaya melakukan
pertentangan terhadap pengusaha pengalian pasir dan merasa kesal

terhadap pemerintah kota Surabaya. Berikut penuturan Bapak Syukron

asal KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Kenjeran.™®

“KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) meminta
pemerintah harus bergotong royong untuk memenuhi hak-hak
dasar nelayan dalam proses tanggap darurat bencana, dan segera
melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi paksa bencana terhap
sumber-sumber penghidupan nelayan tradisional sebagaimana
dimanatkan oleh undang-undang penangulangan bencana”.

Penuturan Bapak Syukron dalam bentuk resolusi konflik yang
sudah dilakukan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) untuk
menanggulangi masalah kebertahanan hidup nelayan dan reklamasi teluk
lamong di pesisir kota Surabaya. Peneliti kemudian menemui Ibu
Rosyidah di Balai RW 03 Cumpat Kenjeran, beliau yang merupakan Guru

9

Play Group sekaligus nelayan perempuan di Kenjeran.”” Berikut

Penuturannya.

“Sebenarnya kita tidak tau akan dilakukan pengerukan pasir, jadi
nelayan pun tetap melakukan penolakan. Kami diberi kompensasi
tapi entah kemana larinya. Nah rumah yang dipinggir pantai itu
terjadi abrasi tanah, keroposan tanah, banyak limbah, sehingga
kami merasa kecewa mbak kurang nyaman serta kehilangan hasil

> Wawancara dengan Bapak Syukron merupakan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia),
masyarakat Kenjeran, 27 Desember 2016.

> Wawancara dengan Ibu Rosyidah di Balai RW 03 Cumpat Kenjeran, beliau yang merupakan Guru
Play Group sekaligus nelayan perempuan di Kenjeran, 12 Februari 2016.
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tangkap ikan masyarakat melakukan pemulihan limbah sampah di
kampung-kampung. Sampah dimasukkan ke dalam wadah yang
berbeda sesuai jenisnya. Sampah yang terkumpul kemudian
disetorkan pada bank sampah yang disediakan. Selain itu
masyarakat juga lebih memanfaatkan air bersih”.

Bu Rosyidah menuturkan kekecewaannya terhadap proyek

pengerukan Teluk Lamong, sehingga penghasilannya berkurang.

b. Pengusaha penggalian pasir Teluk Lamong melanggar kesepakatan
warga
Kaum kapitalis merupakan kaum yang mempunyai modal untuk
biaya produksi dalam suatu perusahaan. Dengan merasa mampu
golongna kapitalis berbuat sesuka hati untuk memenuhi kemauannya.
Kaum kapitalis sering kali menindas kaum proletar. Dengan cara
melakukan revolusi konflik akan membebaskan diri dari sistem
kepitalis.*
Kemudian saya menemui Bapak Jayanto merupakan warga
di wilayah Kelurahan Tambak Osowilangun yang merasa dirugikan
oleh pengusaha Teluk Lamong. Hasil wawancara dengan Bapak
Jayanto.61
“Kulo kale warga mriki niku podo kaget, kok moro-moro Tambak
Osowilangun ngajenge embong niku diuruk kangge nyaluraken
air PDAM ten PT. Pelindo III. Ghe otomatis tuyo PDAM sakniki
mboten maksimal soale wes disedot mau”.
(Saya dengan warga sebenarnya terkejut dengan kedatangan PT.

Pelindo III yang tiba-tiba menggali tanah di wilayah Tambak
Osowilangun guna menyaluarkan air PDAM ke PT. Pelindo III,

% Bernard Raho. SVD, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), 77.
6! Wawancara dengan Bapak Jayanto merupakan masyarakat Tambak Osowilangun, 27 Desember
2016.
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secara tidak langsung ini akan menghambat warga dan air
sekarang tidak maksimal).

Dari penuturan diatas Bapak Jayanto merupakan masyarakat
Tambak Osowilangun yang merasa kecewa, dirugikan oleh PT. Pelindo
III. Dengan cara tidak halal tersebut yaitu dengan melakukan
kecurangan terhadap warga Tambak Osowilangun, untuk mendapatkan
keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari hasil usaha proyek Teluk
Lamong. Secara tidak langsung PT. Pelindo III melanggar kesepakatan
warga bersama dan tidak menghiraukan aturan-aturan yanga da di
Tambak Osowilangun sejak dulu. Hasil wawancara dengan Bapak
Nadzir.*®

“Warga Tambak Osowilangun mboten trimo soale didamel

dulinan kale pengusaha PT. Pelindo III, perangkat desa kale

warga Tambak Osowilangun nggeh menentang dan melakukan

aksi memberontak PT. Pelindo III”.

Adanya solidaritas yang tinggi, warga Tambak Osowilangun turut
serta merasakan keresahan yang dialami oleh warga sekitar serta ikut
memperjuangkan hak-haknya melalui konflik.

c. Kerusakan Tanah
Masyarakat sekitar dipesisir kota Surabaya sudah mengetahui jika

lahan atau tambak yang dekat dengan pesisir pantai akan

mengakibatkan kerusakan tanah. Berikut hasil wawancara dengan

62 Wawancara dengan Bapak Nadzir merupakan KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)
Tambak Osowilangun, 27 Desember 2016.
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Bapak Gunawan Yusuf yang merupakan pemilik tambak
Rumokalisari.®®

“Engge mbak kulo kale pemilik tambak lintune sampon ngertos

kerusakan tambak yang disebabkan oleh galian proyek tersebut.

Pendapate tiang-tiang ten pinggire pesisir ngeh tasek saget damel

njaring iwak mbak meski penghasilanipun namung sekedik™.

(Iya mbak saya dan pemilik tambak lainnya sudah mengerti

kerusakan tambak yang disebabkan oleh galian proyek terebut.

Menurut orang-orang di pinggirnya pesisir itu ya masih bisa

difungsikan sebagai tempat mencari ikan meskipun hasilnya

sedikit).

Pemahaman pemilik tambak diatas, tambak yang sudah di beli
oleh PT. Pelindo III, tambak yang bersebelahan dengan pesisir masih bisa
difungsikan kembali untuk mencari ikan demi penghasilan kehidupannnya.
Tetapi pada kenyataan di lapangan akibat pengusaha PT. Pelindo III, dapat
mengakibatkan tambak atau lahan menjai tidak difungsikan lagi.
Akibatnya para pemilik tambak merasa dirugikan.

Pengamat tata lingkungan pengurus pusat DPW KNTI (Kesatuan
Nelayan Tradisional Indonesia) Jawa Timur Bapak Misbachul Munir
menuturkan bahwa akibat dari penggalian pasir Teluk Lamong adalah
pengikisan tanah dan menjadikan tingkat kesuburan tanah menjadi
berkurang. Jadi meskipun masih bisa digunakan untuk berlaut tapi tetap

hasilnya tidak maksimal, karena unsur hara yang bergantung dalam tanah

sudah hilang akibat dari penggalian tersebut.

8 Wawancara dengan Bapak Gunawan Yusuf merupakan pemilik tambak Rumokalisari, 27
Desember 2016.
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Selain itu dampak negatif lain dari penggalian pasir adalah jika

tanah terus terusan digali maka akan mempengaruhi kekeroposan tanah

yang ada disekitar lokasi peggalian tersebut, akibatnya wilayah sekitar

lokasi penggalian pasir tersebut akan rawan habibat mati dan banjir yang

berkepanjangan. Berikut penuturan Mas Suwardi.**

“Menurut saya mbak, usaha penggalian pasir boleh dilakukan dan
diberi ijin sepenuhnya oleh pemerintah dan sebelumnya harus
melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar pesisir kota
Surabaya dengan beberapa syarat salah satunya dalah jauh dari
pemukiman  warga, dan melengkapi dokumen-dokumen
perjanjian. Jika semua syarat itu sudah terpenuhi akan ada
pertimbangan lagi. Syarat yang ditentukan memang agak sulit
mbak, soalnya sekarang banyak tempat usaha penggalian pasir
liar, dan akibatnya lingkungan menjadi semakin rusak dan
kualitas tanah buruk”.

Setelah peneliti menemui Mas Suwardi, kemudian peneliti

menemui H. Syamsul Arief selakuh tokoh masyarakat dari ormas NU.%

Berikut penuturannya.

“Sebenarnya saya tidak setuju mbak karena reklamasi
merupakan bentuk kerusakan yang dilakukan oleh institusi
tertentu dan masyarakat sekitarlah yang akan merasakan dampak
semua itu. Semakin hari manusia semakin gemar membuat
kerusakan, padahal sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah Ar-
Rahman:3-10. Bahwa kerusakan tanah itu disebabkan karena
ulah manusia itu sendiri. Allah berfirman kembalilah jalan yang
benar. Kita harus adil dalam hubungan manusia dengan
lingkungan, sudah selayaknya kita menjaga keseimbangan
disekeliling kita yang telah ditetapkan oleh Allah”.

% Wawancara dengan Mas Suwardi merupakan KNTI (Kesatuan Nasional Tradisional Indonesia),

27 Desember 2016.

65 Wawancara dengan H. Syamsul Arief selakuh tokoh masyarakat dari ormas NU, 27 Desember

2016.
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H. Syamsul Arief merupakan Ulama’ NU di Kelurahan Tambak
Osowilangun, beliau mengingatkan kepada kita agar senantiasa selalu
menjaga hubungan manusia dengan alam sehingga kita tidak melakukan
kerusakan terhadap alam, karena sesungguhnya kerusakan alam
disebabkan karena ulah manusia itu sendiri.

Tempat penggalian pasir di Tambak Osowilangun merupakan
salah satu lokasi pengglian pasir yang dinilai oleh pengamat lingkungan
sektor Kecamatan Benowo yang berdampak buruk bagi lingkungan
sekitar. Penggalian pasir di Tambak Osowilangun meskipun sudah
memenuhi semua perjanjian, namun dalam pelaksanaannya penggalian

pasir yang dilakukan terlalu dalam sehingga merusak struktur tanah pantai.
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